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The Effect of Subjective Norm and Quality of Tax Services  
on Taxpayer Compliance of Motor Vehicles  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh norma subjektif dan 
kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 
pada kantor Samsat Wilayah 1 Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan metode survey dengan memberikan sejumlah kuesioner 
kepada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Samsat wilayah 1 Kota 
Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini juga 
menggunakan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis berupa uji 
statistik t dan uji statistik f. Penentuan sampel dilakukan dengan metode 
simple random sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 
sebanyak 100 responden dari keseluruhan populasi. Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa variabel norma subjektif dan kualitas pelayanan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat 
wilayah 1 Kota Makassar. 
 
Kata kunci: norma subjektif, kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak 
 
 
This research aimed to analyze the effect of subjective norm and quality 
of tax service on taxpayer compliance of motor vehicles in Samsat Office 
Region 1 of Makassar City. The research method used is descriptive 
quantitative. This study used survey method by administering some 
questionnaires to the registered taxpayers in Samsat Office Region 1 of 
Makassar City. This study used quantitative approach and multiple linier 
regressions. This study also used classic assumption test and hypothesis 
test in which t statistic test and f statistic test. The samples are defined by 
using simple random sampling. This study used 100 taxpayers as 
respondents from the total population. The results showed that subjective 
norm and quality of tax service system have impact to taxpayer compliance 
in Samsat Office Region 1 of Makassar City. 
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1.1 Latar Belakang 
       Salah satu penopang pendapatan nasional ialah berasal dari penerimaan   
pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak 
memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak 
kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jumlah pajak yang 
terkumpul akan mempengaruhi pembangunan fasilitas di suatu negara seperti 
pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsisdi bahan 
bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan 
fasilitas publik.  
Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara, maka 
dibutuhkan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk mendukung pembangunan nasional. 
Pembangunan tidak dapat dijalankan apabila sumber pendanaannya tidak 
tersedia. Kesulitan pendanaan pembangunan akan mengakibatkan upaya 
meningkatkan kesejahteraan rakyat sulit diwujudkan.  
Menurut pasal 2 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi 
daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua kelompok yaitu Pajak Provinsi dan 
Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak yaitu Pajak 
Kendaraan Bemotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKNB), 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan 
Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
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Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang 
Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta 
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Dari berbagai jenis pajak daerah di atas, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya 
pendapatan daerah. Hal ini didukung oleh pernyataan Darmayani selaku Kepala 
Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Sulawesi Selatan yang dikutip dari 
sulsel.rakyatku.com, sebagai berikut.  
“Pajak tertinggi masih sama dari tahun lalu dipegang oleh PKB atau Pajak 
Kendaraan Bermotor, menyusul Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB), kemudian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), Air 
Permukaan (AP) dan terakhir Pajak Rokok”. 
 
Optimalisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor melalui upaya-
upaya yang dapat meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini sangat 
dibutuhkan. Namun saat ini, proses pemungutan pajak kendaraan bermotor 
masih belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari selisih dan 
presentase jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak pada 4 tahun 
terakhir berikut. 
 
Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan Membayar 




Jumlah Kendaraan yang 
membayar pajak Selisih % 
2013 1,160,385  563,853  596,532  49% 
2014 1,252,755  555,760  696,995  44% 
2015 1,338,141  511,235  826,906  38% 
2016 1,425,150  485,842  939,308  34% 
Sumber: SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar (2017) 
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Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan 
tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar mengalami 
peningkatan setiap tahunnya, tetapi tidak sebanding dengan jumlah wajib 
pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotornya, 
sehingga terdapat selisih yang cukup signifikan antara jumlah kendaraan yang 
terdaftar dengan jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak. Selain itu, 
persentase jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor juga 
mengalami penurunan dari tahun ke tahun.  
Dari hasil wawancara dengan beberapa petugas SAMSAT, salah satu 
penyebab menurunnya persentase jumlah kendaraan bermotor yang 
membayar pajak kendaraan bermotor pada wilayah 1 Kota Makassar yaitu 
bahwa pada tahun 2013 sampai tahun 2016 banyak wajib pajak yang 
memutasikan pembayaran pajaknya ke luar wilayah 1 Kota Makassar, 
seperti Gowa, Maros dan wilayah pembayaran lain dimana wajib pajak 
berdomisili. 
Sedangkan alasan lain yang mempengaruhi menurunnya persentase 
jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor adalah 
masyarakat cenderung menghindarkan diri dari pembayaran pajak. 
Kecenderungan ini terjadi karena menurunnya kepercayaan masyarakat akan 
kinerja pemerintah dalam hal pajak yang disebabkan oleh banyaknya kasus 
yang melibatkan oknum-oknum perpajakan di dalamnya. Pada tahun 2010, 
terbongkar kasus mafia pajak yang menyangkut banyak nama-nama penting di 
bidang perpajakan maupun pejabat dalam pemerintahan, salah satunya adalah 
Gayus Tambunan. Gayus Tambunan merupakan salah satu petugas pajak yang 
juga menjadi calo pajak, menawarkan jasa pembayaran pajak lebih rendah dari 
seharusnya kepada perusahaan dan wajib pajak. Munculnya kasus ini membuat 
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masyarakat menjadi tidak percaya terhadap pengelolaan pajak di pemerintah 
(kompas.com). 
Kepatuhan wajib pajak dapat terjadi karena adanya beberapa faktor dari 
dalam maupun dari luar. Norma Subjektif merupakan persepsi seseorang 
mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melalukan perilaku 
(Ajzen,1988). Kepatuhan wajib pajak tidak hanya bersumber dari dalam diri 
individu seseorang saja, melainkan juga dipengaruhi oleh individu atau bahkan 
kelompok lain. Menurut Suryani (2017), wajib pajak akan mempertimbangkan 
pengaruh dari individu lain dalam membuat keputusan untuk patuh atau tidak 
patuh terhadap aturan perpajakan. Norma subjektif berperan penting dalam 
kepatuhan membayar pajak. Gayus Tambunan merupakan seorang petugas 
pajak yang memberikan contoh yang kurang baik terhadap wajib pajak. 
Seharusnya, petugas pajak memberikan saran dan dorongan kepada wajib 
pajak untuk mematuhi pajak. Dalam kasus lain, teman satu profesi bisa menjadi 
salah satu referents seorang wajib pajak dalam kepatuhan perpajakan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2017) menunjukkan bahwa norma 
subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
  Selain Norma Subjektif, wajib pajak yang berusaha patuh juga terpengaruh 
oleh kualitas pelayanan kantor yang diberikan oleh pegawai pajak. Kebanyakan 
masyarakat tidak mau berurusan dengan birokrasi, peraturan yang rumit serta 
pelayanan yang tidak memuaskan seperti adanya calo yang mengakibatkan 
pembedaan pelayanan terhadap wajib pajak, dan masih kurangnya loket-loket 
yang tersedia sehingga mengakibatkan panjangnya antrian pembayaran yang 




Melihat dari berbagai masalah di atas, faktor lain yang dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak ialah dengan cara meningkatkan kepuasan wajib pajak 
kendaraan bermotor melalui pemberian kualitas pelayanan prima. Tujuan 
pelayanan prima ini adalah tercapainya tingkat kepercayaan terhadap 
administrasi perpajakan yang tinggi, dan tercapainya produktivitas aparat 
perpajakan yang tinggi (Rahayu, 2010:135).  
Menurut Aditia (2015), keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan yang baik seharusnya segera mendapatkan tanggapan, karena 
pelayanan yang baik akan membuat instansi berkembang dengan baik. Oleh 
sebab itu, kualitas pelayanan merupakan hal yang utama dari pelayanan publik 
yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya kualitas pelayanan yang 
baik, maka akan tercipta persepsi yang baik dari masyarakat, sehingga dapat 
menimbulkan peningkatan kepatuhan.  
Menurut Parasuraman dalam buku Algifari (2016), pelayanan yang optimal 
dapat diukur melalui beberapa dimensi yaitu tangible (bagian-bagian pelayanan 
yang bersifat nyata), reliability  (ketrampilan  dan  kecakapan  dalam  melayani  
konsumen), responsiveness (kesediaan petugas dalam membantu pelanggan 
serta memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap), assurance (tingkat 
pengetahuan dan keramah-tamahan yang harus dimiliki petugas selain 
kemampuan mereka dalam menanamkan kepercayaan kepada pelanggan), dan 
empathy (kepedulian dan perhatian khusus). Menurut Edward (2010), apabila 
kelima dimensi kualitas pelayanan dapat dipenuhi dengan baik, maka hal ini 
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian 
yang dilakukan Aditia (2015) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara 
parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian terdahulu menjadi faktor 
pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Yang 
membedakan ialah lokasi penelitian dan variabel penelitian. Pada penelitian ini, 
penulis menggunakan dua variabel bebas yaitu Norma Subjektif dan kualitas 
pelayanan pajak. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di 
kantor SAMSAT wilayah 1 Kota Makassar.  
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas peneliti tertarik untuk 
membahas skripsi yang berjudul “Pengaruh Norma Subjektif dan Kualitas 
Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada 
Kantor SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.  
1. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak? 
3. Apakah norma subjektif dan kualitas pelayanan berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak? 
 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan 
data atau informasi yang sebenarnya mengenai tingkat kualitas pelayanan pada 
Pajak Kendaraan Bermotor sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
Pajak Kendaraan Bermotor yang sebenarnya. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
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1. Untuk mengetahui apakah norma subjektif berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
2. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan yang diberikan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3. Untuk mengetahui apakah norma subjektif dan kualitas pelayanan 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak? 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi 
ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terutama masalah kesadaran 
calon wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan terkait kualitas pelayanan 
yang diberikan kantor SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar. Selain itu, penelitian 
ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswi untuk menambah 
wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk 
penelitian lebih lanjut. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran 
langsung bagaimana pengaruh Norma Subjektif dan Kualitas Pelayanan pajak 
kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 
kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar. Dilihat dari 
sudut pandang instansi, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai 





1.5 Sistematika Penulisan 
Agar dapat memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan 
skripsi ini maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan 
penelitian, kegunaan penlitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tinjauan teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan 
konsep yang relevan dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan 
melalui penelitian ini, teori tentang pajak, teori kepatuhan wajib pajak, teori 
norma subjektif, teori kualitas pelayanan pajak, tinjauan atas penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas mengenai metode atau langkah-langkah apa saja yang 
dilakukan dalam penelitian ini meliputi rancangan penelitian, tempat dan waktu, 
populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian dan teknik 
pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi data, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji 
regresi linear berganda, pengujian hipotesis, serta pembahasan mengenai hasil 
penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian, saran-saran 







2.1 Landasan Teori 
2.1.1    Theory of Planned Behavior 
 
Theory of planned behavior (TPB) merupakan pengembangan atas 
theory of reasoned action (TRA) yang dirancang untuk berhubungan dengan 
perilaku-perilaku individu (Icek Ajzen, 1988). Di dalam TPB ditambahkan sebuah 
variabel yang belum diterapkan pada TRA yaitu kontrol keperilakuan yang 
dipersepsikan (perceived behavioral control). Secara eksplisit, TPB mengenal 
kemungkinan bahwa tidak semua perilaku dilakukan secara penuh dibawah 
kendali individu maupun kelompok, sehingga konsep kontrol perilaku yang 
dipersepsikan ditambahkan untuk mengatasi perilaku-perilaku semacam ini. 
Apabila semua perilaku dapat dikendalikan secara penuh oleh individu maupun 
kelompok, dimana kontrol perilaku (behavioral control) mendekati maksimum, 
maka TPB kembali menjadi TRA. 
Kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) 
didefnisikan oleh Ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007) sebagai kemudahan 
atau kesulitan yang dipersepsikan untuk melakukan perilaku (“the perceived 
ease or difficulty of performing the behavior”). Dalam konteks sistem teknologi 
informasi, Taylor dan Todd (1995) dalam Jogiyanto (2007) mendefinisikan 
kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai pesepsi dari konstruk-konstruk 
internal dan eksternal atas perilaku (“perception of internal and external 
constructs of behavior”). Kontrol perilaku yang dipersepsikan menjelaskan 





yang ada. Semakin menarik sikap dan norma subyektif terhadap suatu perilaku, 
dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin kuat 
pula niat seseorang untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan. 
Theory of planned behavior (TPB) tidak secara langsung berhubungan 
dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. T eori 
ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku 
yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. 
Teori ini menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga jenis 
kepercayaan-kepercayaan, diantaranya adalah. 
1. Kepercayaan-kepercayaan perilaku (behavioral beliefs), yang merupakan 
kepercayaan-kepercayaan tentang kemungkinan akan terjadinya sebuah 
perilaku. Di dalam TRA, hal ini disebut dengan sikap (attitude) terhadap 
perilaku. 
2. Kepercayaan-kepercayaan normatif (normative beliefs), yang merupakan 
kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang 
muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-
harapan tersebut. Di dalam TRA, hal ini disebut dengan norma-norma 
subyektif sikap (subjective norms) terhadap perilaku. 
3. Kepercayaan-kepercayaan control (control beliefs), yang merupakan 
kepercayaan-kepercayaan mengenai keberadaan faktor-faktor yang akan 
memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan atas 
persepsi dari faktor-faktor tersebut. Di dalam TRA hal ini belum ada, maka 
ditambahkan pada TPB dan disebut dengan perceived behavioral control. 
Norma subyektif (subjective norms) adalah persepsi yang dimiliki oleh 
individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu 





perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa 
menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang 
bersangkutan. 
Fasilitas tempat kerja meliputi semua sumber daya yang terdapat dalam 




2.2.1 Definisi Pajak 
Defenisi pajak menurut UU No 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-
empat atas No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan 
gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang dikemukakan tentunya 
berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya berbagai 
macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut mempunyai inti atau 
tujuan yang sama. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh 
para ahli. 
1. Menurut Andriani (Waluyo, 2011:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada 
Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum () dengan tidak 





untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
2. Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada 
kas Negara berdasarkan (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat 
jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
 Berdasarkan beberapa defenisi yang dipaparkan di atas, maka peneliti 
dapat menarik kesimpulan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada 
Negara yang bersifat memaksa berdasarkan dengan tidak mendapatkan jasa 
timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
 
2.2.2 Unsur Pajak  
 Ciri-ciri atau unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak menurut 
Mardiasmo (2016:3) adalah sebagai berikut.  
1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah 
negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 
2. Berdasarkan UU. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan serta 
aturan pelaksanaanya. 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara atau Daerah, yakni 






2.2.3 Fungsi Pajak 
 Menurut Mardiasmo (2016:4), pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai 
berikut. 
1. Fungsi anggaran (Budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi Mengatur (Cregulerend) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh. 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi tingkat konsumsi minuman keras. 
b. Pajak yang tinggi dikenkan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 
Indonesia di pasaran dunia. 
 
2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak 
 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 
maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2016:4) sebagai 
berikut. 
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, dan pelaksanaan 
pemungutan harus adil. Adil dalam peran diantaranya mengenakan pajak 
secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-





hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 
pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.  
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan (Syarat Yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun warganya.  
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat. 
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
dipenuhi oleh perpajakan yang baru. 
 
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 
 
Menurut Mardiasmo (2016:8-9), pemungutan pajak dapat dilakukan 
berdasarkan 3 stelsel. 
a.   Stelsel Nyata 
Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasian yang nyata), sehingga 
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 





dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat 
dikenakan pada akhir periode. 
b.   Stelsel Anggapan 
Pemungutan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 
sebelumnya, hingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya 
pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak 
dapat dibayar selama tahun berjalanm tanpa harus menunggu pada akhir tahun. 
Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada 
keadaan yang sesungguhnya. 
c.   Stelsel Campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdsarkan suatu anggapan, 
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 
sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak 
menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih 
kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 
 
2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak  
Menurut Mardiasmo (2016:9), sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) 
sistem. 
1) Official Assessment System 
Sistem tersebut adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan 
wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini sebagai berikut. 





(2) Wajib pajak bersifat Pasif 
(3) Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang 
terhutang dengan cara diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
2)  Self Assessment System  
 Sistem tersebut adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 
terhutang. Adapun ciri-ciri sistem ini sebagai berikut. 
(1) Wajib pajak berhak untuk menentukan besarnya pajak terutang 
(2) Wajib pajak bersifat Aktif. Mulai dari menghitung, menyetor dan melapor 
pajak terhutang wajib pajak itu sendiri 
(3) Pemerintah/petugas   pajak   tidak   dapat   ikut   campur   dalam 
mengetahui pajak terutang wajib pajak tersebut dan hanya bisa 
mengawasi 
3) With Holding System.  
Sistem tersebut adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 
kewenangan pada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang. 
Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak 
terutang ada pada pihak ketiga. Pihak selain Fiskus dan wajib pajak. 
 
2.2.7 Jenis Pajak  
 Menurut Mardiasmo (2016:7) Terdapat beberapa jenis pajak sebagai 
berikut. 
1) Menurut Golongannya 
(1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  





(2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat      
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 
2)  Menurut Sifatnya 
(1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan Orang Pribadi  
(2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh:  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah.  
3)  Menurut Lembaga Pemungutnya 
 
(1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (sektor perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan), dan Bea Materai. 
(2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri 
atas. 
a) Pajak Provinsi,  
contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, 








b) Pajak Kabupaten/Kota, 
contoh: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan 
Pajak Penerangan Jalan. 
 
2.2.8 Pajak Daerah  
 Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam 
tersebut Pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya 
disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Adapun sumber-sumber penerimaan daerah sebagai berikut. 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
2. Dana Perimbangan; 
3. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; 
4. Dana Alokasi Umum (DAU); 
5. Dana Alokasi Khusus (DAK); 
6. Pinjaman Daerah (Pembiayaan); 
7. Lain-lain penerimaan yang Sah; 
8. Hibah; dan 








2.2.9 Pembagian Pajak Daerah Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 
Menurut Samudra (2015:52-54) pajak daerah terbagi dua, yaitu Pajak 
Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh 
Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal 
Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak- pajak 
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun 
Kabupaten/ Kota. Pajak- pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 
Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut. 
1. Pajak Provinsi terdiri dari.  
b. Pajak Kendaraan Bermotor; 
c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
e. Pajak Air Permukaan; dan 
f. Pajak Rokok. 
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari. 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;  





2.2.10 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
2.2.10.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 
 Menurut UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dalam buku Samudra (2015:92) disebutkan bahwa “Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan 
kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan 
sebagai alat angkutan orang atau barang dijalan umum”.  
2.2.10.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor 
Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam. 
1.  Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Nomor 18 tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah 
ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga 
dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB. 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan 
Dasar Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor Tahun 2006. 
5. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan 
pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud. 
2.2.10.3 Subjek, Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
Dalam buku Samudra (2015:93-94), Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 
adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan 
bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh 





Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaa 
kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan bulldozer, excavator, dan lain-
lain yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang atau barang dijalan 
umum. Dikecualikan dari objek pajak yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki 
atau dikuasai oleh. 
a. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 
pertahanan dan keamanan negara. 
b. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan konsulat, 
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga 
internasional yang memeperoleh fasilitas pembebasan pajak dari 
pemerintah. 
c. Kereta api.  
 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan 
bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya 
diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, 
pada Pajak Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu 
orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. 
2.2.10.4 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 
Dalam buku Samudra (2015:99) dijelaskan bahwa, pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor yang terutang dilakukan oleh wajib pajak di Kantor 
SAMSAT (Sistem Administrasi Satu Atap). Pajak Kendaraan Bermotor terutang 
harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. Pajak 
Kendaraan Bermotor dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak 





dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat laian yang ditunjuk oleh gubernur, 
dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. 
Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti 
pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat 
melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi sebagai berikut. 
a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang 
ditetapkan dalam SKPD diklenakan sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 25% dari pokok pajak. 
b. Keterlamabatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD 
yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi 
administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak 
saat terhutangnya pajak. 
2.2.10.5 Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 
Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, 
gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan 
pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah. 
2.2.10.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap Provinsi 
yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor. Sesuai peraturan pemerintah No. 
65 tahun 2001 Pasal 5 tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi 3 






a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum. 
b. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor yang disediakan 
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 
c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. 
 
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 
2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk 
atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi 
pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh 
serta melaksanakan ketentuan perpajakan.  
Menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:139), kepatuhan perpajakan 
dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib 
pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat, tunduk, sadar, dan 
patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan. 
 
2.3.2 Macam-macam Kepatuhan 
Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan 
menjadi 2 kepatuhan sebagai berikut. 
1) Kepatuhan formal  
Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 





Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyetoran dan 
pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
2) Kepatuhan Materiil  
Kepatuhan materiil lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah 
pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan 
dan penyetoran pajak telah benar. 
 
2.3.3 Kriteria Wajib Pajak yang Patuh 
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK. 03/2003 
Tanggal 3 Juni 2003 wajib pajak yang dikatakan patuh ialah sebagai berikut. 
1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 
(dua) tahun terakhir.  
2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih 
dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.  
3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah 
disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak 
berikutnya.  
4) Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak. 
a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak. 
b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang 
diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir. 
5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 
6) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan 





tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian 
sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 
Laporan audit harus. 
a) Disusun dalam bentuk panjang (long form report). 
b) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal. 
 
2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Dalam penelitiannya, Rustiyaningsih (2011) mengemukakan ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sebagai berikut. 
1) Pemahaman terhadap Sistem Self Assessment  
Penerapan sistem self assessment dalam perpajakan di Indonesia 
dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan secara penuh kepada para 
wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang harus dibayarkan tanpa ada campur tangan 
aparatur pajak (fiskus). Sistem ini akan berjalan efektif apabila wajib pajak 
memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/ 
melaksanakan peraturan peran perpajakan yang berlaku.  Pengetahuan 
dan pemahaman peraturan perpajakan adalah hasil pemikiran mengenai 
peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya 
tidak memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan 
perpajakan. Dengan pemahaman tersebut diharapkan wajb pajak   dapat 
menerapkan apa yang telah dipahami. 
2) Kualitas Pelayanan.  
Adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur 
perpajakan yang baik merupakan indikator tercapainya administrasi 





memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan berjalan dengan lebih baik, 
lebih cepat, dan lebih menyenangkan bagi wajib pajak untuk membayar   
pajak. Dengan kualitas pelayanan pajak yang baik, akan menimbulkan 
dampak kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar 
pajak. 
3) Tingkat Pendidikan  
Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan adanya 
kesenjangan terhadap tingkat pemahaman ketentuan dan peraturan peran 
dalam perpajakan. Selain tingkat pemahaman yang berbeda, tingkat 
pendidikan juga berdampak pada masih banyaknya wajib pajak terutama 
orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau melakukan pembukuan 
ganda untuk kepentingan pajak. Dampak lain terkait dengan tingkat 
pendidikan yaitu adanya peluang wajib pajak yang merasa enggan untuk 
melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak karena kurangnya 
pemahaman mengenai sistem perpajakan. 
4) Tingkat Penghasilan  
Salah satu aspek yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajiban membayar pajak adalah penghasilan. Kemampuan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan 
yang diterima oleh masing- masing wajib pajak. Selain itu, tingkat 
penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak tepat pada waktunya. 
5) Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan  
Sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat 
pajak (fiskus) untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan 





setiap wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan 
pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak tak lain adalah untuk 
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban 
pajak. Sanksi perpajakan menurut perpajakan berupa sanksi administrasi 
dan sanksi pidana. 
 
2.3.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Rahayu (2006:111), 
kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut. 
1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 
2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. 
3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang. 
4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. 
       Identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut 
sesuai dengan kewajiban pajak dalam self assessment system.  
1) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak  
wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau 
kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik 
online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
2) Menghitung pajak oleh wajib pajak  
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang 
yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif 
pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan 





dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak 
(prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat 
berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil. 
3) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak  
a) Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai 
jenis pajak, misal angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib 
pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya. 
b) Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank 
pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP2KP 
terdekat atau e-payment. 
4) Pelaporan dilakukan wajib pajak  
Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), 
dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam 
melaporakan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak 
yang sebenarnya terutang. Untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan 
pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui 
mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, 
serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak (Rahayu, 2006: 83-84). 
 
2.4 Norma Subjektif 
2.4.1 Pengertian Norma Subjektif 
Menurut Jogiyanto (2007:42) Norma Subjektif (Subjective Norm) adalah 
persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang 
lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan 





Ajzen (1988) dalam Mustikasari (2007) adalah persepsi individu tentang 
pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Dalam Norma Subjektif, 
terdapat individu-individu atau kelompok yang memberikan pengaruh dalam 
perilaku seseorang. Individu-individu atau kelompok tersebut disebut sebagai 
referents. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Norma Subjektif dalam 
penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa 
mempengaruhi seorang wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh 
terhadap pajak.   
Kepercayaan-kepercayaan yang mendasari variabel ini disebut dengan 
kepercayaan-kepercayaan normatif (normatif beliefs), yaitu kepercayaan 
seseorang bahwa individu atau kelompok tertentu menyetujui atau tidak 
menyetujui melakukan suatu perilaku. Dalam kepatuhan wajib pajak, referents   
dapat   berasal   dari keluarga, teman, dosen, praktisi, atau ahli. Kepercayaan 
normatif dalam kerangka penilaian-harapan didasarkan atas kekuatan 
kepercayaan normatif (normatif belief strength) dan motivasi untuk menaati 
(motivation to comlpy).   
Hubungan tersebut tergambar dalam simbol-simbol persamaan berikut ini: 
  
Keterangan: 
KN= Kepercayaan-kepercayaan normatif (normative beliefs) 
ni    = motivasi untuk menaati kepercayaan normatif (motivation to comlpy) 
mi   = kekuatan kepercayaan normatif (normatif belief strength) 







2.4.2 Indikator Norma Subjektif 
Widi dan Argo (2009) menyebutkan bahwa pengaruh terbesar terhadap 
wajib pajak adalah berasal dari Konsultan pajak/ orang yang dianggap mengerti 
tentang pajak. Selain itu, teman, keluarga, orang terdekat dan petugas pajak 
juga dapat mempengaruhi wajib pajak. Petugas pajak merupakan pihak yang 
paling menekankan kepatuhan pajak terhadap wajib pajak, akan tetapi tidak 
memiliki pengaruh yang cukup besar daripada pihak-pihak yang lainnya. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak kurang mempercayai obyektifitas 
petugas pajak. 
Penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian 
Elia Mustikasari (2007) sebagai berikut. 
1.   Pengaruh teman dan rekan satu profesi 
Keyakinan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh teman atau rekan 
satu profesi. Teman atau rekan satu profesi dapat berpengaruh dalam 
memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak dalam 
hal perpajakan. Apabila wajib pajak terbiasa dengan lingkungan teman dan 
rekan satu profesi yang patuh terhadap pajak, maka akan dapat memengaruhi 
wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. 
2.   Pengaruh konsultan pajak 
Salah satu tugas seorang konsultan pajak adalah membantu wajib pajak 
dalam hal perhitungan maupun pembayaran masalah perpajakannya. Konsultan 
pajak berpengaruh   besar   terhadap   kepatuhan   seorang   wajib pajak. 
3.   Pengaruh petugas pajak  
Petugas pajak memiliki peranan penting dalam hal kepatuhan seorang 





baik terkait pajak, maka bisa dipastikan wajib pajak dapat mematuhi aturan 
perpajakan. 
 
2.5 Kualitas Pelayanan Pajak 
2.5.1 Pengertian Kualitas dan Pelayanan 
        Menurut Kotler dalam Algifari (2016), pengertian kualitas merupakan 
keseluruhan sifat-sifat dan karakter-karakter suatu produk atau jasa, 
berdasarkan kemampuannya untuk menyatakan kepuasan atau kebutuhan 
secara tidak langsung. Sedangkan pelayanan menurut Kotler adalah setiap 
tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang pada 
dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 
kepemilikan sesuatu. 
 
2.5.3 Pengertian Kualitas Pelayanan 
Kualitas Pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 
pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan 
pelanggan. Gronroos dalam buku Tjiptono (2011), mengemukakan bahwa 
kualitas pelayanan merupakan penilaian atau sikap secara menyeluruh yang 
berhubungan dengan pelayanan dan sebagai hasil dari perbandingan antara 
harapan pelanggan dan persepsi atas kinerja pelayanan yang sebenarnya. 
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 
pelayanan adalah perbedaan antara penyampaian jasa dan harapan pelanggan 
atas jasa yang mereka peroleh. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi 
kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diharapkan (expected service) dan 





dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan 
baik dan memuaskan.  
Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 
persepsi pelanggan (Kotler). Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik 
bukanlah berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, 
melainkan berdasar pada sudut pandang atau persepsi pelanggan. Persepsi 
pelanggan terhadap kualitas jasa merupakan penilaian menyeluruh atas 
keunggulan suatu jasa. 
 
2.5.4 Dimensi Kualitas Pelayanan 
Parasuraman dalam Algifari (2016) mengemukakan lima dimensi kualitas 
pelayanan sebagai berikut. 
1. Bentuk fisik (tangibles) yang meliputi penampilan dan performansi dari fasilitas-
fasilitas fisik, peralatan, personel, dan material-material komunikasi yang 
digunakan dalam proses penyampaian pelayanan. 
2. Kehandalan (reability) meliputi kemampuan pihak penyedia jasa dalam 
memberikan jasa atau pelayanan secara tepat dan akurat sehingga konsumen 
dapat mempercayai dan menghandalkannya. 
3. Ketanggapan (Responsivesness), meliputi kemampuan pihak penyedia jasa 
untuk segera memberikan bantuan pelayanan yang dibutuhkan dengan tanggap. 
4. Jaminan (assurance) yaitu pemahaman dan sikap sopan dari karyawan 
dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam memberikan keyakinan kepada 
konsumen bahwa pihak penyedia jasa mampu memberikan pelayanan 
dengan sebaik-baiknya.  
5. Empati (emphaty) yaitu pemahaman karyawan terhadap kebutuhan 





2.6 Penelitian Terdahulu 
      Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sebelumnya telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti. Penelitian tersebut digunakan untuk membantu pihak-pihak 
terkait sebagai upaya peningkatan kinerja. Di bawah ini merupakan hasil 
penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak. 
1. Aditia Iwan (2015) 
 Penelitian ini berjudul pengaruh kualitas pelayan pajak kendaraan 
bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada 
SAMSAT Kota Bandung Tengah). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
oleh peneliti, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan secara 
parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
2. Nur Wachida (2016) 
Penelitian ini berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi kasus SAMSAT 
Kepulauan Selayar). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 
hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas 
pelayanan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3. Lilis Suryani (2017)  
 Penelitian ini berjudul berjudul pengaruh sikap, norma subjektif, dan 
control perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan niat mematuhi pajak sebagai variabel 
pemoderasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil 
penelitian menyimpulkan bahwa pengaruh sikap, norma subjektif, dan control 






2.7 Kerangka Pemikiran 
       Penelitian ini berusaha menjelaskan Norma Subjektif dan Kualitas 
Pelayanan yang diberikan oleh kantor SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar akan 
memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan 
Bermotor. Gambar akan menyajikan kerangka pemikiran teoretis penelitian ini. 
 
                  
             Norma Subjektif (X1) 
       H1   Kepatuhan Wajib Pajak 
      H2    (Y) 










Y  : Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel   
independen    yaitu Kepatuhan Wajib Pajak 
X1                :  Variabel independen pertama yaitu Norma Subjektif 
X2              : Variabel independen kedua yaitu Kualitas Pelayanan 
  : Pengaruh masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap Y    








2.8 Hipotesis Penelitian 
Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. 
2.8.1 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Norma Subjektif dapat diartikan sebagai sebuah pengaruh yang berasal 
dari keyakinan-keyakinan orang lain baik berupa individu ataupun kelompok 
terhadap perilaku seseorang. Kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan 
tidak hanya dipengaruhi oleh diri wajib pajak itu sendiri, akan tetapi dari 
lingkungan atau dari individu lain. Pihak-pihak tersebut disebut sebagai pihak 
pemberi acuan yang kemudian dalam penelitian ini terdiri dari pengaruh teman, 
pengaruh konsultan pajak, dan pengaruh petugas pajak. 
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lilis Suryani (2017) 
berjudul pengaruh sikap, norma subjektif, dan control perilaku persepsian 
terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dengan niat mematuhi pajak sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian menunjukan bahwa 
adanya pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga 
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 
H1: Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
2.8.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Menurut Tjiptono (2011) berpendapat bahwa pelayanan adalah setiap 
tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang pada 
dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 






Kualitas pelayanan akan berbanding lurus terhadap minat wajib pajak 
untuk datang ke Kantor SAMSAT untuk membayar pajak. Kualitas yang 
baik tidak dipungkiri dapat mendorong minat wajib pajak untuk membayar pajak 
kendaraan bermotor mereka. 
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditia (2015) berjudul 
pengaruh kualitas pelayan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib 
pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada SAMSAT Kota Bandung Tengah), 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
H2: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak. 
 
2.8.3 Pengaruh Norma Subjektif dan Kualitas Pelayanan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lilis Suryani (2017) 
berjudul pengaruh sikap, norma subjektif, dan control perilaku persepsian 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dengan niat mematuhi pajak sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian menunjukan bahwa 
adanya pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 
penelitian yang dilakukan oleh Aditia (2015) berjudul pengaruh kualitas pelayan 
pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 
(studi kasus pada SAMSAT Kota Bandung Tengah), menunjukkan bahwa 
kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 





pelayanan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis ketiga sebagai berikut. 
H3: Norma Subjektif dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh secara 










3.1 Rancangan Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel terntentu, 
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 
(Sugiyono, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengamatan 
terhadap konsekuensi-konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta 
yang secara masuk akal sebagai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan 
wajib pajak. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif (deskriptive research) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 
yang ada sekarang berdasarkan data-data, juga menyajiikan data, menganalisis 
dan menginterprestasi.  
 
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian  
 Penelitian ini dilakukan pada Kantor Samsat Wilayah 1 Kota Makassar di 
jalan Andi Mappanyukki No. 79, Kunjungmae, Mariso, Mario, Kec. Makassar, 
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90125, dan penelitian ini dilakukan pada bulan 







3.3 Populasi dan Sampel 
 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau 
objek yang memiliki karakter & kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang 
peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 
2016). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib 
pajak yang terdaftar pada kantor SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar. 
 Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel ialah non-probability 
samping yaitu dengan incidental sampling. Dimana dalam penelitian ini, 
sampelnya merupakan orang-orang yang ditemui peneliti secara insidental di 
lokasi penelitian dan dapat ditetapkan sebagai sumber data. Sampel menurut 
Sugiyono (2016) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan 
jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin, Perhitungan sampel 
menggunakan rumus Slovin adalah sebagai berikut. 











n         =     ukuran sampel 
N         =     ukuran populasi 
e         =     kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 
yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini 
adalah 0,1. 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil 






3.4 Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer menurut Sugiyono (2016), yaitu: “Data primer adalah sumber data 
yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Metode Data primer 
berupa opini subyek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap 
suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer di 
dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan (field research) yaitu 
mengumpulkan data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan hasil 
pengisian kuesioner. 
2. Data sekunder 
 
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 
tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data 
sekunder dalam penelitian ini berupa penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, dan 
mengakses website.  
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait 
yang ada di Kantor Samsat Wilayah 1 Kota Makassar yang berwenang 
dalam bidang yang berhubungan dengan objek penelitian dalam upaya 
mendapatkan gambaran secara umum masalah-masalah yang sedang diteliti.  
2. Kuesioner (angket), yaitu teknik pengumpulan data lapangan dengan 
membuat daftar pertanyaan yang berisikan sejumlah alternatif jawaban yang 
bersifat tertutup. Responden hanya tinggal memilih salah satu dari alternatif 
jawaban yang mereka anggap paling tepat dan cepat, dengan harapan 
mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Kuesioner 






kewajiban perpajakannya di Kantor Samsat Wilayah 1 Kota Makasssar dan 
wajib pajak yang berada di lingkungan kampus Universitas Hasanuddin. 
3. Studi Kepustakaan, penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari 
perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber dari 
literatur, buku, dan bahan tulisan dan dokumentasi   yang berhubungan 
dengan penelitian. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
 Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah norma subjektif dan kualitas 
pelayanan pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
kepatuhan wajib pajak. Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah 
sebagai berikut. 
1. Kepatuhan wajib pajak (Y) 
Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa, kepatuhan 
perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya 
2. Norma Subjektif  (X1) 
Norma Subjektif (Subjective Norm) adalah persepsi atau pandangan 
seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan 
mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang 
sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007: 42). 
3. Kualitas pelayanan pajak (X2) 
Gronroos dalam buku Tjiptono (2011) mengemukakan bahwa, kualitas 






berhubungan dengan pelayanan dan sebagai hasil dari perbandingan 
antara harapan pelanggan dan persepsi atas kinerja pelayanan yang 
sebenarnya. 
Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional 
 
Variabel Indikator Skala Sumber 
Kepatuhan 
wajib pajak (Y) 
Secara umum dapat dikatakan 
bahwa saya paham Undang-
Undang Perpajakan 
Skala likert, 1 
untuk STS 




Saya  selalu  mengisi  formulir 
pajak dengan benar 
Saya selalu menghitung pajak 
dengan jumlah yang benar 
Saya  selalu  membayar  pajak 
tepat pada waktunya 
Norma subjektif 
(X1) 
Teman dan rekan seprofes di 
lngkungan saya mendorong 
saya untuk mematuhi 
ketentuan perpajakan 
Skala likert, 1 
untuk STS 




Biasanya saya mengikuti saran 
teman dan rekan satu profesi 
saya 
Konsultan Pajak memberikan 
saya saran dan dorongan untuk 
memenuhi kewajiban pajak. 
Saya tidak biasa mengikuti 
saran Konsultan Pajak 
Petugas Pajak memberikan 
saya saran dan dorongan untuk 
memenuhi kewajiban pajak 
Biasanya saya mengikuti saran 




Petugas pajak telah 
memberikan pelayanan pajak 
dengan baik 
Skala likert, 1 
untuk STS 




Petugas pajak selalu 
memperhatikan        keberatan 
wajib pajak atas pajak yang 
dikenakan 









Semua operasionalisasi variabel di atas diukur oleh instrument pengukur 
dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. 
Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor. Skor atas pilihan jawaban untuk 
kuesioner yang diajukan digambarkan dalam tabel sebagai berikut. 
Tabel 3.2 Skala Likert 
Sumber: Sugiyono (2013) 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 
Kuesioner yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. 
Sebelum kuesioner digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk 
mengetahui tingkat validitas dan reabilitas alat ukur penelitian. Hal tersebut 
dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dari alat ukur tersebut 
dapat menjamin mutu dari penelitian sehingga kesimpulan terhadap hubungan-
hubungan antara variabel dapat dipercaya, akurat dan dapat diandalkan. 
1) Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Menurut Sugiyono (2013:126) bila nilai korelasi dibawah 0,30 maka 
dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut  tidak   valid,   sehingga  
harus diperbaiki   atau   dibuang.   Pengujian   validitas   instrument/kuesioner   
dalam penelitian ini menggunakan software statistic berupa SPSS 22.0 
(statistical Product and Service Solutions). 
No Uraian Skor 
1 Sangat setuju/selalu/sangat positif 5 
2 Setuju/sering/positif 4 
3 Kurang setuju/ Ragu-ragu/netral 3 
4 Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif 2 






2)    Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner 
yang digunakan untuk mengukur variable penelitian. Kuesioner dikatakan reliable 
(handal) jika jawaban responden terhadap pernyataan  adalah  konsisten  dari 
waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan 
menggunakan cronbach alpha untuk mengidentifikasikan seberapa baik item- 
item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan lainnya. 
 
3.8 Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2013:147) analisis data merupakan kegiatan setelah 
data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data 
digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable X dan variable Y, 
sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda. Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui 
besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 
Rumus yang digunakan: Y= a + b1. X1 + b2. X2 
Keterangan : 
Y : variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak 
X1 : variabel independen pertama Norma Subjektif 
X2 : variabel independen kedua Kualitas Pelayanan Pajak  
A : harga Y jika X = 0 








3.8.1 Uji Asumsi Klasik 
 Regresi linear berganda harus memenuhi asumsi-asumsi klasik. 
Pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah analisis linear berganda sudah 
memenuhi asumsi-asumsi klasik. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 
analisis linear berganda yang dilakukan menghasilkan data penelitian yang tidak 
bias. 
Pengujian asumsi klasik dilakukan agar data sampel yang diolah benar-
benar dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Pengujian asumsi klasik 
sebagai berikut. 
3.8.1.1 Uji Normalitas 
 Menurut Ghozali (2011:160), Uji normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen memiliki distribusi 
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati 
normal. Caranya adalah dengan membandingkan distribusi komulatif dari data 
sesungguhnya dengan distribusi komulatif dari distribusi normal. Data normal 
memiliki bentuk seperti lonceng dan memiliki pola sebaran yang konsisten di 
sekitar garis diagonal pada normal probability plot. 
3.8.1.2 Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 
Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. Untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah 
dengan cara melihat nilai variace inflation factor (VIF). Jika nilai VIF lebih besar 






3.8.1.3 Uji Heteroskedastisitas 
 Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan dengan yang lain. 
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Pengujian ini dilakukan dengan 
menggunakan uji glejser. Uji glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut 
residual terhadap variabel independen dengan rumus. 
𝑈𝑡 =∝ +𝛽𝑋𝑡 + 𝑉𝑡 
Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 
maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedatisitas. 
Kriteria uji glejser ialah sebagai berikut, 
Jika sig. > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas 
Jika sig. < 0,05 maka terjadi heterokedastisitas 
 
3.8.2 Uji Hipotesis  
Menurut Ghozali (2011:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 
apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis Nol (Ho) 
yang akan diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol.  
Ho : b1 = b2 = ……. = bk = 0 
 
Persamaan di atas menunjukkan apakah semua variabel independen 
bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 







Ha : b1 ≠ b2 ≠ ……. ≠ bk ≠ 0 
Persamaan di atas menunjukkan semua variabel independen secara 
simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter 
(bi) sama dengan nol. 
Ho : bi = 0 
Persamaan di atas menunjukkan apakah suatu variabel independen bukan 
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 
alternatifnya (Ha), parameter suatu variabel tidak sama dengan nol. 
Ha : bi ≠ 0 
Persamaan di atas menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan 








 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait pengaruh norma 
subjektif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait rumusan masalah yang 
telah diajukan. 
1. Norma subjektif berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak dengan indikator pengaruh teman dan rekan seprofesi, 
pengaruh konsultan pajak, dan pengaruh petugas pajak. 
2. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak dengan indikator infrastruktur, kehandalan, 
ketanggapan, jaminan, dan empati. 
3. Norma subjektif dan kualitas pelayanan secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah dapat meningkatkan norma 




 Beberapa saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian ialah sebagai 
berikut. 
1. Kepada Kantor SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar agar meningkatkan 






bermotor kepada organisasi profesi dan meningkatkan kualitas pelayanan 
pajak agar kepatuhan wajib pajak meningkat dan target penerimaan pajak 
dapat terealisasi. 
2. Kepada pemerintah agar memberikan pengawasan ketat terhadap 
institusi penerima pajak dari masyarakat untuk menekan kasus korupsi 
kolusi nepotisme yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat 
dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperluas lingkup 
penelitian, yaitu dengan menambah objek penelitian dan menambah 
variabel penelitian. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan pada penelitian ini ialah penggunaan variabel yang terbatas 
hanya pada variabel norma subjektif dan kualitas pelayanan untuk menyimpulkan 
tingkat kepatuhan wajib pajak dan objek penelitian yang hanya terkait pada wajib 
pajak kendaraan bermotor. Oleh karena untuk penelitian selanjutnya disarankan 
menambah variabel yang digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak 
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Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Norma Subjektif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar”, 




Nama/ NIM   : Ratih Kusuma Wardani Sagita/ A31113514 
 
Program Studi   : Akuntansi 
 
Fakultas/ Instansi  : Ekonomi/ Universitas Hasanuddin 
 
 
Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu 
aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala 
kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan 
waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya 
dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan 
penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. 















































:  a. 20-30 Tahun 
b. 31-40 Tahun 
 











: a. SMA 
 
c. Magister 










: a. Wiraswasta 
 
c. PNS 










 Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 
Pengaruh Norma Subjektif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor. Bapak/Ibu dimohon untuk dapat menjawab setiap 
pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban 
pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.  Menjawab pertanyaan 
dengan cara memberi checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap 




STS    : Sangat Tidak Setuju 
TS       : Tidak Setuju 
N         : Netral 
S         : Setuju 




1.  Kepatuhan Wajib Pajak 
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Secara umum dapat dikatakan bahwa 
saya paham Undang- Undang Perpajakan 
     
2 Saya selalu mengisi formulir pajak dengan 
benar 
     
3 Saya selalu menghitung pajak dengan 
jumlah yang benar 
     
4 Saya selalu membayar pajak tepat pada 
waktunya 
     
 
 
2.  Norma Subjektif 
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Teman-teman dan rekan satu profesi di 
lingkungan saya mendorong saya untuk 
mematuhi ketentuan perpajakan. 
     
2 Biasanya saya mengikuti saran teman dan 
rekan satu profesi saya. 
     
3 Konsultan Pajak memberikan saya saran 
dan dorongan untuk memenuhi kewajiban 
pajak. 




  5 
 
  6 
Saya tidak biasa mengikuti saran Konsultan 
Pajak. 
 Petugas Pajak memberikan saya saran dan 
 dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak. 
Biasanya saya mengikuti saran dan 
dorongan petugas pajak. 
     
 
 
3.  Kualitas Pelayanan 
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Petugas pajak telah memberkan 
pelayanan pajak dengan baik 
     
2 Saya merasa bahwa penyuluhan 
yang dilakukan oleh petugas pajak dapat 
membantu pemahaman mengenai hak dan 
kewajiban saya selaku Wajib Pajak 
 
     
3 Petugas pajak selalu memperhatikan 
keberatan Wajib Pajak atas pajak 
yang dikenakan 
     
4 Cara membayar pajak adalah mudah/ 
efisien 



































 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
y_1 100 1,00 5,00 3,2800 1,00584 
y_2 100 1,00 5,00 3,5300 ,88140 
y_3 100 1,00 5,00 3,6600 ,90140 
y_4 100 1,00 5,00 3,8700 ,90626 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
x1_1 100 1,00 5,00 3,7100 ,91337 
x1_2 100 1,00 5,00 3,7100 ,83236 
x1_3 100 1,00 5,00 3,6400 ,96943 
x1_4 100 1,00 5,00 2,9200 ,92856 
x1_5 100 1,00 5,00 3,6400 1,02020 
x1_6 100 1,00 5,00 3,5800 ,99676 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
x2_1 100 1,00 5,00 3,6200 ,95113 
x2_2 100 1,00 5,00 3,6200 ,95113 
x2_3 100 1,00 5,00 3,6600 ,99717 
x2_4 100 1,00 5,00 3,7700 ,94125 
Valid N (listwise) 100     
 
 






















































































B Tolerance VIF 
1 (Constant) 5,243   
NORMA_SUB ,260 ,843 1,186 
KUALITAS_PLY ,244 ,843 1,186 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,342 1,026  3,256 ,002 
NORMA_SUB -,071 ,047 -,165 -1,508 ,135 
KUALITAS_PL
Y 
,004 ,057 ,008 ,072 ,943 










UJI KEPATUTAN MODEL 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,502a ,252 ,236 2,52528 
a. Predictors: (Constant), KUALITAS_PLY, NORMA_SUB 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,243 1,615  3,246 ,002 
NORMA_SUB ,260 ,074 ,337 3,523 ,001 
KUALITAS_PLY ,244 ,090 ,261 2,728 ,008 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WP 
 
 
2. Uji F (simultan) 
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 207,869 2 103,935 16,298 ,000b 
Residual 618,571 97 6,377   
Total 826,440 99    
a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WP 













1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4  
1 4 5 4 4 17 5 4 4 3 4 4 24 4 5 5 5 19 
2 2 3 4 4 13 4 4 5 4 5 5 27 4 5 5 5 19 
3 2 3 4 3 12 3 4 3 3 3 3 19 4 3 4 5 16 
4 4 4 3 2 13 4 3 3 3 4 3 20 3 4 4 3 14 
5 4 3 4 5 16 3 4 4 3 4 4 22 3 4 4 4 15 
6 3 4 3 3 13 3 3 4 2 3 4 19 3 4 4 5 16 
7 3 4 5 5 17 3 4 5 3 2 3 20 3 2 3 3 11 
8 2 3 4 2 11 2 2 3 2 3 2 14 2 3 2 3 10 
9 3 4 5 5 17 5 5 4 4 5 5 28 4 3 3 3 13 
10 3 4 4 4 15 4 3 3 3 2 3 18 3 3 2 3 11 
11 2 3 3 4 12 4 3 3 2 2 3 17 3 2 2 3 10 
12 1 3 4 4 12 4 4 3 4 3 3 21 4 3 3 3 13 
13 1 3 3 3 10 3 4 4 3 4 3 21 3 4 4 3 14 
14 2 3 4 4 13 3 3 3 4 3 3 19 3 4 4 3 14 
15 3 3 4 3 13 2 3 2 3 3 2 15 3 3 2 3 11 
16 1 3 4 3 11 3 3 3 3 4 4 20 3 3 4 4 14 
17 3 4 4 3 14 3 4 4 3 4 3 21 4 3 3 3 13 
18 4 3 4 4 15 4 5 5 5 5 5 29 4 3 3 4 14 
19 2 2 4 4 12 4 3 3 3 4 3 20 3 4 4 4 15 
20 3 4 3 4 14 2 3 3 3 3 4 18 4 4 4 4 16 
21 3 4 3 2 12 2 3 3 3 4 3 18 3 4 3 4 14 
22 2 1 3 3 9 4 4 4 2 4 4 22 3 3 2 2 10 
23 3 3 3 4 13 3 4 3 4 4 4 22 3 2 3 4 12 
24 4 3 4 3 14 4 4 4 4 3 4 23 5 5 5 5 20 
25 4 3 4 4 15 4 3 4 4 3 4 22 4 3 4 4 15 
26 3 3 3 4 13 3 4 4 4 3 4 22 4 3 4 3 14 
27 3 3 4 3 13 2 3 2 2 2 2 13 3 4 4 4 15 
28 3 3 3 3 12 4 3 5 5 4 5 26 4 3 4 4 15 
29 5 4 4 4 17 4 3 4 4 4 4 23 4 3 3 3 13 
30 4 4 5 5 18 4 2 4 4 4 2 20 5 4 4 5 18 
31 3 5 5 5 18 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 5 20 
32 4 3 5 5 17 4 4 3 2 3 2 18 4 4 4 3 15 
33 1 3 2 4 10 3 1 1 3 2 1 11 3 2 4 3 12 
34 1 1 1 1 4 2 1 1 5 1 1 11 5 3 3 5 16 
35 4 4 3 4 15 4 3 4 2 4 3 20 4 4 3 3 14 
36 4 4 3 4 15 4 4 4 2 4 4 22 4 4 4 4 16 
37 3 4 3 4 14 4 4 5 3 4 4 24 3 4 4 5 16 
38 3 4 4 4 15 4 3 4 3 4 3 21 4 4 3 3 14 
39 5 5 5 5 20 5 4 3 3 5 5 25 5 5 5 5 20 
82 
 
40 3 3 3 3 12 2 4 4 2 3 3 18 3 3 3 3 12 
41 2 4 2 2 10 4 3 3 3 3 3 19 3 3 4 4 14 
42 4 3 4 4 15 5 5 5 4 5 5 29 5 4 5 4 18 
43 3 3 4 2 12 4 3 3 3 3 3 19 4 5 5 4 18 
44 2 3 4 4 13 4 4 4 3 4 4 23 3 4 4 3 14 
45 3 4 3 4 14 4 4 4 3 4 4 23 4 3 3 3 13 
46 4 4 4 5 17 5 3 4 2 5 4 23 5 2 2 3 12 
47 3 4 4 4 15 4 4 2 3 4 3 20 4 3 4 2 13 
48 4 4 4 4 16 4 4 2 4 2 2 18 3 3 3 3 12 
49 4 4 4 5 17 4 4 4 1 4 4 21 4 5 4 4 17 
50 5 4 4 5 18 4 4 4 1 4 4 21 4 4 4 4 16 
51 3 3 3 3 12 4 4 4 3 4 4 23 4 5 4 4 17 
52 5 4 4 4 17 3 3 1 3 2 1 13 2 2 2 3 9 
53 5 5 5 5 20 5 5 5 1 5 5 26 5 5 5 5 20 
54 2 1 1 2 6 3 4 4 3 4 3 21 2 3 4 3 12 
55 3 3 3 5 14 5 5 2 3 2 2 19 2 2 3 4 11 
56 2 5 4 5 16 5 5 2 2 2 2 18 3 1 1 5 10 
57 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 16 
58 4 3 4 3 14 4 4 4 3 2 3 20 4 3 4 3 14 
59 4 4 4 4 16 4 4 4 2 4 4 22 4 4 4 4 16 
60 4 3 2 5 14 4 4 3 3 2 2 18 4 3 3 4 14 
61 4 4 3 3 14 4 3 4 2 4 4 21 4 3 2 2 11 
62 2 1 1 3 7 5 3 4 1 1 1 15 3 4 3 4 14 
63 4 4 3 5 16 4 3 3 1 5 4 20 5 4 4 4 17 
64 4 4 5 5 18 3 3 5 1 5 4 21 5 5 4 5 19 
65 4 4 4 5 17 5 4 4 4 4 3 24 4 3 4 3 14 
66 2 3 4 4 13 2 3 2 3 4 4 18 2 2 2 3 9 
67 4 3 4 4 15 4 4 2 2 3 4 19 2 4 4 2 12 
68 4 4 4 4 16 2 2 2 2 2 2 12 4 4 4 4 16 
69 5 4 4 3 16 4 4 4 3 4 3 22 4 4 3 3 14 
70 5 5 5 4 19 5 5 5 2 5 4 26 4 4 4 4 16 
71 4 3 3 4 14 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 4 16 
72 3 4 4 5 16 5 4 5 1 5 4 24 4 5 5 5 19 
73 4 4 4 4 16 5 3 3 3 4 4 22 4 5 5 5 19 
74 4 4 4 4 16 4 4 4 2 4 4 22 2 4 2 2 10 
75 4 5 4 2 15 4 5 4 2 5 5 25 5 5 5 5 20 
76 4 4 4 3 15 4 4 3 3 4 4 22 4 4 3 5 16 
77 3 3 3 4 13 4 5 4 3 3 4 23 4 4 3 4 15 
78 3 3 3 4 13 4 4 4 3 4 4 23 3 3 3 2 11 
79 3 3 3 4 13 4 5 4 3 3 4 23 4 4 3 4 15 
80 3 4 4 5 16 4 3 5 5 4 5 26 5 5 5 5 20 
81 4 4 4 5 17 4 4 4 4 5 4 25 4 4 5 5 18 
82 4 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 11 
83 
 
83 4 4 5 5 18 3 3 4 3 4 4 21 5 5 5 5 20 
84 2 4 2 4 12 2 2 2 2 2 2 12 4 3 3 4 14 
85 4 4 4 5 17 4 5 4 4 4 4 25 4 4 5 4 17 
86 4 5 5 5 19 4 5 5 4 1 5 24 1 4 5 5 15 
87 2 1 1 4 8 1 4 4 4 4 4 21 1 4 5 5 15 
88 4 5 4 5 18 2 4 5 4 5 4 24 4 5 4 5 18 
89 4 4 4 5 17 2 4 5 4 5 4 24 4 4 4 4 16 
90 2 3 3 4 12 4 4 3 3 4 4 22 1 2 2 1 6 
91 4 4 4 3 15 4 4 4 2 3 4 21 4 5 4 4 17 
92 3 4 4 4 15 4 4 4 2 4 4 22 4 4 4 4 16 
93 4 4 4 4 16 3 4 4 3 4 4 22 4 4 4 4 16 
94 4 4 5 4 17 4 5 5 4 5 5 28 4 2 5 4 15 
95 4 4 5 4 17 5 4 4 2 4 5 24 4 4 5 5 18 
96 4 3 4 4 15 4 4 4 3 4 4 23 5 4 5 4 18 
97 2 3 3 3 11 4 4 4 3 4 4 23 3 3 2 3 11 
98 3 4 4 4 15 4 4 4 3 4 4 23 4 3 2 3 12 
99 2 2 3 3 10 3 4 4 3 4 4 22 1 2 2 2 7 
100 4 4 4 4 16 5 4 4 3 5 5 26 4 5 5 5 19 
 
